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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan 
kelancaran pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran 
dana bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah di 
Kabupaten Larnongan, perlu mengubah Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil 
pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan 
menetapkan dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri 
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5717); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2010 Nomor 13); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2010 Nomor 15); 

17. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 16 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2010 Nomor 16); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2010 Nomor 17); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2010 Nomor 18); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten LamonganNomor 19 
Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan 
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 
Nomor 19); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nornor 20 
Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 
20); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus 
Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2010 Nomor 21); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Rumah Potong 
Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2010 Nomor 22); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Tern pat Rekreasi dan 
Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2010 Nomor 23); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan (Serita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2010 Nomor 24); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 
Tahun 2010 ten tang Retribusi Izin Gangguan 
(Berita Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 2010 
Nomor 25); 
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27. Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 26 
Tahun 2010 tentang Retribusi Jzin Trayek (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 
26); 

28. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 27 
Tahun 2010 tentangRetribusilzin Usaha Perikanan 
(Berita Daerah KabupatenLamonganTahun 2010 
Nomor 27); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 
Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Tera/Tera 
Ulang (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2012 Nomor 8). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 
2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSJ DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 
2015 ten tang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 2 

( 1) Bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 
10% (sepuluh perseratus) dari realisasi yang diterima oleh daerah. 

(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
penerimaan tahun anggaran sebelumnya. 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal6 

(1) Pemerintah Daerah menyalurkan dana bagian hasil pajak dan 
retribusi daerah untuk Desa melalui PD. BPR Bank Daerah 
Lamongan dengan rekening bendahara Desa. 

(2) Penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
realisasi penerimaan pajak dan retribusi. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 7 

(1) Pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi oleh Pemerintah 
Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu : 
a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh perseratus) dilakukan 

pada semester I (Januari sampai dengan Juni); 
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b. tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dilakukan 
pada semester II (Juli sampai dengan Desember). 

(2) Untuk dapat mengajukan pencairan dana bagian hasil pajak dan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, Pemerintah 
Desa wajib menyelesaikan penetapan APBDesa dalam bentuk 
Peraturan Desa yang telah mendapat evaluasi dari Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

(3) Untuk dapat mengajukan pencairan dana bagian basil pajak clan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah 
Desa berkewajiban untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa masing-masing tahun 
berjalan, jika tahun berjalan tidak lunas, maka penerimaan tahap 
kedua 40 % (empat puluh perseratus) dilakukan pada tahun 
berikutnya dengan penghitungan sisa tahap kedua yang tidak 
diterimakan akan ditambahkan pada perhitungan tahun 
depannya. 

(4) Pemberian bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 
tahun berjalan. 

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 

(!) Desa mengajukan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi 
kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: 
a. foto copy APB-Des Tahun Anggaran berjalan; 
b. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; 
c. foto copy KTP Bendahara desa dan Kepala Desa; 
d. foto copy rekening Bendahara Desa; 
e. bukti pelunasan PBB-P2 untuk pengajuan Tahap Kedua. 

(3) Ketentuan mengenai mekanisme pencairan dana bagian hasil 
pajak dan retribusi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan. 

ONUR EFENDI 

pengundangan 
Berita Daerah 

SERITA D EN LAMONGAl{TAHUN 2015 NOMOR 45 


